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DINAMIKA HUKUM PENINDAKAN POLITIK 
UANG DALAM PESTA DEMOKRASI SERENTAK 

Aristoni 

A. Pendahuluan 

(money politic) 

 
Ahmad Sholikin, “Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak 

Tahun 2019,” Jurnal Transformative –
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penelitiannya berjudul “Peluang dan Tantangan Pemilu 
Serentak 2019” meng

 
Ratnia Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam 

Perspektif Politik,” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Hepi Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan 
Syariah,” Al-’Adalah –

 
Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019

Peta Jalan Pencegahan Politik Uang 
Di Pilkada
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(presidential treshold)

presidential 
treshold

 
Patronage and Clientalism in Indonesia 

Electoral Politics” Dalam Electoral Dynamics in Indonesia Money Politics, 
Patronage and Clientalism at the Grassroots, Ed. E. Aspinall Dan M. 
Sukmajati

“Politik Uang Dan Solusinya,” Rumah  
Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019
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B. Pembahasan 
1. Lahirnya Pemikiran Pesta Demokrasi Serentak 

Irfan Fachrudin, mengatakan bahwa “dalam negara 

tertinggi yang berada di tangan rakyat” 

bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
ang”. 

“

”

 
Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap 

Tindakan Pemerintah
Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan 

Nasional
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“

”

“ketentuan lebih lebih lanjut mengenai pemilihan 
undang”.

 
Peta Jalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada

 
Sistem Pemilu Dan Tatanan Politik Demokrasi 

Dalam Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik 
Demokratis
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Peta Jalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada

Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019

 
Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju 

Pemerintahan Presidensial Yang Efektif
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Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019

judcial review

judcial review 

 
Rubian Ariviani, Hasyim Asy’ari, and Untung Sri Hardjanto, “Analisis 

Dengan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia,” Diponegoro Law 
Journal –

Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu S
Perspektif Politik.”
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justisial
non justisial

judcial review

(constitutie is de hoogste wet), 
juncto 

juncto

 
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

 
Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU XI/2013,” 2013.

Ariviani, Asy’ari, and Hardjanto, “Analisis Putusan Mahkamah 

Umum Serentak Di Indonesia.”
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presidential threshold

 
Solihah, “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam 

Perspektif Politik.”
Hayat, “Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Se

Sebagai Penguatan Sistem Presidensial,” Jurnal Konstitusi
–

 
Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi 

Pembangunan Demokrasi Indonesia,” Jurnal Media Hukum
–

Sholikin, “Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu Serentak Tahun 
2019.”



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah24 25

2. Dampak Perubahan Sistem Pemilihan Umum 
Terhadap Politik Uang 

 

“Botoh Dalam Pilkada: Studi Pola Kerja Dan Transformasi Botoh Dalam 
s 2018,” Jurnal PolGov
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Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU XI/2013.”

 
Peta Jalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada

Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah.”
“Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia,” Jurnal 

Integritas KPK 2019 –
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“ ”

“ ”

 
Agus Riewanto, “Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah 

Politik Uang Pemilu Serentak,” Integritas : Jurnal Antikorupsi
–

3. Dinamika Hukum Penindakan Politik Uang dalam 
Pesta Demokrasi Serentak 

 
Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu 

Orde Baru,” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS –
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Tb Ronny Rachman Nitibaskara, “

Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional,” Jurnal Kajian 
Stratejik Ketahanan Nasional –

Pasal 286 berbunyi “

dan/atau Pemilih”

286 ayat (1) yaitu “inisiatifnya yang berasal dari 

dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih”. 

Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu “
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daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU”.

Pasal 523 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap 

”
Pasal 523 ayat (2), menegaskan bahwa “
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“Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 
2019 Di Indonesia,” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu 
Indonesia
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mengatakan bahwa “Temuan 

penyelenggaraan Pemilu”. Kembali pada permasalahan 

 
tama and Dheny Wahyudi, “Problematika 

Dalam Pemilihan Umum,” PAMPAS: Journal of Criminal Law

C. Simpulan 
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D. Daftar Pustaka 
Buku 

Dinamika Sosial Politik Pemilu 
Serentak 2019

Ariviani, Rubian, Hasyim Asy’ari, and Untung Sri Hardjanto. 
“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

Serentak Di Indonesia.” Diponegoro Law Journal
–

Patronage and Clientalism in 
Indonesia Electoral Politics” Dalam Electoral Dynamics 
in Indonesia Money Politics, Patronage and Clientalism 
at the Grassroots, Ed. E. Aspinall Dan M. Sukmajati

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

“Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang 
Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia.” Electoral 
Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia

Tindak Pidana Dalam Perundang-
Undangan Nasional

Pengawasan Peradilan Administrasi 
Terhadap Tindakan Pemerintah

Hidayanti. “Botoh Dalam Pilkada: Studi Pola Kerja Dan 
Transformasi Botoh Dalam Pilkada Kudus 2018.” Jurnal 
PolGov

Hayat. “Korelasi Pemilu 
Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial.” 
Jurnal Konstitusi –

Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju 
Pemerintahan Presidensial Yang Efektif

titusi RI. “Putusan Nomor 14/PUU
XI/2013,” 2013.

Manah, Fortunatus Hamzah. “Politik Uang Dan Solusinya.” 

Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang Dan New Normal 
Orde Baru.” Jurnal Antikorupsi 

INTEGRITAS –
Nitibaskara, Tb Ronny Rachman. “Membangun Supremasi 

Nasional.” Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional
–

Peta Jalan Pencegahan 
Politik Uang Di Pilkada

Prasetyoningsih, Nanik. “Dampak Pemilihan Umum 
mokrasi Indonesia.” 

Jurnal Media Hukum –
Pratama, Ramon Azmi, and Dheny Wahyudi. “Problematika 
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(Money Politic) Dalam Pemilihan Umum.” PAMPAS: 
Journal of Criminal Law

Riewanto, Agus. “Strategi Hukum Tata Negara Progresif 
Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak.” Integritas : 
Jurnal Antikorupsi –

Robi Cahyadi Kurniawan, Dedy Hermawa. “Strategi Sosial 
Pencegahan Politik Uang Di Indonesia.” Jurnal 
Integritas KPK 2019 –

Sholikin, Ahmad. “Mahalnya Ongkos Politik Dalam Pemilu 
Serentak Tahun 2019.” Jurnal Transformative

–

Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 
2019 Dalam Perspektif Politik.” Jurnal Ilmiah Ilmu 
Pemerintahan

Sistem Pemilu Dan Tatanan Politik 
Demokrasi Dalam Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk 
Pembangunan Tata Politik Demokratis

Zen, Hepi Riza. “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum 
Positif Dan Syariah.” Al-’Adalah –

Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Nomor 14/PUU-
XI/2013
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Pembaharuan KUHP Dengan Pendekatan Legal 
Pluralism : Upaya Mewujudkan   KUHP 

Nasional berjiwa Indonesia 
 

Any Ismayawati 

Abstrak 
Sampai saat ini KUHP masih menjadi sumber utama 

hukum pidana, akan tetapi KUHP yang sekarang berlaku 
merupakan peninggalan Belanda. Untuk itu tulisan ini 
bertujuan untuk mengkaji mengapa sampai sekarang KUHP 
yang kita gunakan KUHP peninggalan Belanda, apa saja 
latar belakang perlunya dilakukan pembaharan KUHP dan 
bagaimana seharusnya pendekatan yang digunakan dalam 
melakukan pembaharuan KUHP agar sesuai dengan jiwa 
bangsa Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan dalam kajian ini digunakan jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 
normatif.Dalam mendapatkan data menggunakan 
pendekatan historis, filosofis dan hermeneutic. 

Hasil kajian menunjukkan bahwa digunakannya KUHP 
peninggalan Belanda sebagai sumber hukum utama hukum 
pidana di Indoneesia berdasarkan pada Pasal II aturan 
peralihan UUD 1945 sebagai aturan yang menjembatani 
masa transisi peralihan kekuasaan antara penjajah Belanda 
ke pemerinta Republik Indonesia. KUHP yang ada sekarang 
ini harus segera diperbaharui berdasrkan alasan filosofis, 

yuridis, sosiologis, praktis dan perkembangan IPTEK. 
Pendekatan yang lebih tepat digunakan untuk melakukan 
pembaharuan KUHP adalah dengan menggunakan legal 
pluralism dari Werner Menski. 

 

Kata Kunci : pembaharuan KUHP, pendekatan legal 
pluralism, KUHP Nasional 

A. Latar Belakang Masalah 
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B. Pembahasan 
1. Latar belakang digunakannya KUHP peninggalan 

Belanda 

menyiapkan “aturan jembatan” yang dapat digunakan 

“



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah48 49

”.Konsekwensi dari 

Wetboek van 
Strafrecht voor Nederlandsch-Indie

Wetboek Van Strafrecht

 

2. Urgensi pembaharan KUHP 

Pertama kedua 
etiga 



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah50 51

hakikatnya adalah “membangun/ memperbaharui 

undang) secara tekstual”. Oleh sebab itu 

volkgeist
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The law 
of non tranfersbility of law

3. Pendekatan Dalam Pembaharuan KUHP Berbasis 
Jiwa Bangsa Indonesia 
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 rule breaking
rule making 

value approach

, 

Deep Ecology
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rechtsidee

triangular concept of legal pluralism

hukum positif dengan “living law” yang berupa hukum 
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perfect justice
state 

positivism, society/socio-legal approach  
religion/morality/ethics

. 

legal pluralism

Triangular 
Concept of Legal Pluralism

perfect justice 

religion 
law/morality state law

living law

Ragaan 5: 
Triangular Concept of Legal Pluralism 

(volkgeist) 

(policy oriented approach)
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–
“bahwa hukum adalah tidak 

cita politik rakyat”(Moeljatno, 

”peculliar form of social life”
Mirror Thesis dari Tamanaha mengatakan “Every 

Legal systems and in a close relationship to the ideas, aim 
and purpose of society. Law reflects the intelektual, social, 
economic, and political climate of its time”

policy 
oriented approach

value oriented approach

traditional an religious law family

melakukan  “pendekatan yang berorientasi pada nilai” 
value oriented approach

“pendekatan humanis”, “pendekatan kultural” dan 
“pendekatan religius” yang diintegrasikan ke dalam 

policy-oriented approach
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menyebutkan : ”....pembangunan hukum diarahkan pada 

aparat hukum, sarana dan prasarana hukum” (Undag-
undang Nomer 17 Tahun 2007 )

bahwa : ”Pembangunan materi hukum diarahkan untuk 

hukum, penelitian dan pengembangan hukum”.

dalam Bab IV huruf A butir 2, yaitu disebutkan : “Menata 

hukum adat ….”( Lih Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil 
Sidang Umum (Kabinet Persatuan Nasional) dan GBHN 
1999-2004

policy-oriented 
approach

policy-oriented approach

perfect justice

policy-oriented approach
legal pluralism
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state positivism, 
society/socio-legal approach  religion/morality/ethics.

C. Kesimpulan  

legal pluralism 

  

D. Daftar Pustaka 
Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidan 

I

Pembaharuan Hukum Pidana Dalam 
Perspektif Kajian Perbandingan

Bunga Rampai Kebijakan Hukum 
Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP 
Baru)

Kapita Selekta Hukum Pidana

Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-
Cyberporn

A General Jurisprudence of Law and 
Society

Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi,

Jaring-jaring Kehidupan Visi Baru 
Epistemologi dan Kehidupan

I Nyoman Nurjaya, “Pembangunan hukum Negara Dalam 
Masyarakat Multikultural : Perspektif Hukum Progresif”

Undag-undang Nomer 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Nasional Tahun 2005-2025

Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum (Kabinet 
Persatuan Nasional) dan GBHN 1999-2004

Fungsi dan Tujuan  Hukum Indonesia

Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa 
Datang

Segi Lain Hukum Pidana

Ilmu Hukum

Membedah Hukum Progresif

Membangun dan Merombak Hukum 
Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin,

,  

embangun dan Merombak Hukum 

Hukum dan Hukum Pidana

Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat 
Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana

Integrasi Hukum dan Masyarakat
,

Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non 
Enforcement of Law), Demi Pemuliaan Keadilan 
Substantif

Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah,

Comparative Law in A Global Context, the 
legal system of Asia Afrika

Triangular Concept of Legal Pluralism.

Pluralisme Hukum
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PERKAWINAN ANAK: SEBAB DAN 
KEBERLANJUTAN 

Lina Kushidayati 

Abstrak 
This article presents discourses on child marriage (early 
marriage) which is still common in developing countries, 
including Indonesia. UNICEF has declared the practice of 
child marriage as harmful towards women along with 
polygini and female genital mutilation (FGM). The issue of 
child marriage has also been given attention by academics 
world. This article portrays child marriage (early marriage) 
and analized factors and its impact, from religious, socio-
cultural and political aspects. 

Keywords: child marriage, factors, impacts      

Pendahuluan 

16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi 

cukup”. Sebelum ada 

Sustainable Development
Goal Sustainable 
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Development Goals (SDGs) 

SDGs blue print 

Goals

Millennium Development 
Goals 

Child Early and 
Forced Marriage in Humanitarian Settings

 
“About the Sustainable Development Goals 

Sustainable Development,” accessed December

 
“Koalisi 18+ : Perkawinan Anak Dalam Situasi Krisis Kemanusiaan | 

Koalisi Perempuan Indonesia,” accessed December 14, 2018, 

Scott C. Lucas, “Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of 
ting the Prophet’s Legacy by Jonathan A. C. Brown,” Journal of 

Shi’a Islamic Studies
Nkoyo Toyo, “Revisiting Equality as a Right: The Minimum Age of 

Marriage Clause in the Nigerian Child Rights Act 2003,” Third World 
Quarterly –

Judith Ann Walker, “Engaging Islamic Opinion Leaders on Child 
Marriage: Preliminary Results from Pilot Projects in Nigeria,” Review of 
Faith and International Affairs

Ferdousi Nahid, “Child Marriage in Bangladesh: Socio Legal Analysis,” 
International Journal of Sociology and Anthropology

–
Noraini Md Hashim and Roslina Che Soh @ Yusoff, “Young Bride: An 

Malaysia,” in International Confetrence of Law and Society (ICLAS 1)

Simin Montazeri et al., “Determinants of Early Marriage from Married 
Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study,” Journal of 
Environmental and Public Health
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Pembahasan 
A. Perkawinan anak dan pernikahan dini 

 
Rhys, “A Comparison of Child Marriage and Polygamy 

from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?,” 
Journal of Social Welfare and Family Law –

Rita Mutyaba, “Early Marriage: A Violation of Girls’ Fundamental 
Human Rights in Africa,” The International Journal of Children’s Rights

–

istilah “anak” dan usia terkadang tidak bisa diterapkan 

tidak disebut sebagai “anak” karena dianggap “wis gede” 

 
Patralekha Chatterjee, “India Grapples with Its Child Marriage 

Challenge,” The Lancet –

Rhys, “A Comparison of Child Marriage and Polygamy 
from a Human Rights Perspective: Are the Arguments Equally Cogent?,” 
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United nations 
convention on the Rights of the Child

Sementara itu, istilah “anak” memiliki makna yang 

sociology of 
childhood

 
Journal of Social Welfare and Family Law –

Annie Bunting, “Stages of Development: Marriage of Girls and Teens 
as an International Human Rights Issue,” Social and Legal Studies

Catriona Macleod, “Teenage Pregnancy and the Construction of 
a,” Childhood

wis 
gede

hanya “kurang umur”. 
B. Agama dan Perkawinan Anak 

nan anak sebagai “traditional 

 
Adeline Masquelier, “The Scorpion’s Sting: Youth, Marriage and the 

Struggle for Social Maturity in Niger,” Journal of the Royal 
Anthropological Institute

“Dadi Wong Wadon : Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era 
Modern / Risa Permanadeli ; Editor,
Australia,” 110, accessed July 10, 2020, 
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“United Nations: Gender Equality and Women’s Empowerment,” 

Meliksah Ertem and Tahire Kocturk, “Opinions on Early

y,” accessed July 10, 2020, 

F. Faqir, “Intrafamily Femicide in Defence of Honour: The Case of 
Jordan,” Third World Quarterly –

Geetanjali Gangoli; Melanie McCarry; Amina Razak, “Child Marriage 
or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England,” 
Children & Society –

belis
 

Zulfiya Bakhtibekova, “Early Girls’ Marriage in Tajikistan: Causes and 
Continuity” (University of Exeter, December 29, 2014), 41, 

“Myths and Realities 
of the Impact of Islam on Women: Changing Marital Status in Iran,” 
Critique: Critical Middle Eastern Studies

–
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belis

 
., “Trends in Age at Marriage in the Provinces of 

Indonesia,” no. 105 (2008).
Masquelier, “The Scorpion’s Sting: Youth, Marriage and the Struggle 

for Social Maturity in Niger.”
Farah Deeba Chowdhury, “The Socio

Marriage in a Bangladeshi Village,” International Journal of Social 
Welfare –

pernikahan adalah sebuah ‘keharusan”.

yang “tidak sempurna”.
C. Faktor Sosial-Budaya Pernikahan Anak 

 
Diane Singerman Number, “The Economic Imperatives of Marriage: 

ng Youth in the Middle East,” 

n and Sharon Bessell, “Marriageable Age: Political 
Century Indonesia,” Indonesia

Hefner, “Courtship and Marriage In Indonesia’s New 
Muslim Middle Class,” in Routledge Handbook of Contemporary 
Indonesia

–
Shanta Pandey, “Persistent Nature of Child Marriage among Women 

Even When It Is Illegal: The Case of Nepal,” Children and Youth Services 
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Review –

Kazutaka Sekine and Marian Ellen Hodgkin, “Effect of Child Mar
on Girls’ School Dropout in Nepal: Analysis of Data from the Multiple 
Indicator Cluster Survey 2014,” ed. Sarah Gammage, PLOS ONE

Norah Mwaiko, “Overcoming Obstac
Kenyan Girls: A Qualitative Study,” Journal of International Women’s 
Studies

 
Linda Rae Bennett, “Early Marriage, Adolescent Motherhood, and 

Reproductive Rights for Young Sasak Mothers in Lombok,” Wacana, 
Journal of the Humanities of Indonesia

Reni Sumanti, Sri Handayani, and Dhesi Ari Astuti, “THE 

BANJARNEGARA INDONESIA,” Belitung Nursing Journal
–
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Yvette Efevbera et al., “Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early 

Childhood Development and Stunting,” Social Science & Medicine
–

Nawal Nour, “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights 
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(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.” (UU Perkawinan no.1, 1974 

disyari’atkannya perkawinan, selain untuk regenerasi bisa 

itu berkah dari do’a anak
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a’a fil khul’I, 3461)
“Bahwa Isteri 

Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi  sa.w seraya 
berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit 
dalam agama dan akhlaknya. Ak hanya takut kufur”. Maka 
Rasulullah saw.bersabda: “Maukah kamu mengembalikan 
kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia 
mengembalikan kepadanya dan Rasulullah 

saw.memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya”

ini,“Kesimpulan masalah ini, bahwa seorang wanita, jika 

khulu’
anti untuk melepaskan dirinya.” (Ibn 

B. Alasan Penceraian berdasarkan UU Perkawinan 
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bin Mansyur dalam “Sunan”nya, bahwa Umar bin 
radhiyallahu ‘anhu
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sudah memberi tahu istrimu bahwa kamu mandul, tidak 
bisa punya anak?” “Belum”
menasehatkan, “Sampaikan kepadanya bahwa kamu 



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah122 123

mandul, kemudian berikan hak pilih untuknya.”

dilakukan fasakh maka istri boleh melakukan khulu’ utama nikah adalah mut’ah, khidmat dan keturunan, 
apabila ada mani’ maka itu aib, dengan demikian jika 

atau istri infertil maka itu aib” 

“Istri tersebut berhak untuk minta cerai dari suaminya 
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menurut para ulama”.(Fatawa Al Mar’ah hal. 347 Darul 

brin berpendapat: “Tidak 

(ternyata) tidak ada hasilnya. Wallahua’lam”. (Abdul 

Sebagian Fuqaha’ menyatakan bahwa Infertilitas 

Imam Syafi’i menyatakan, Jika lelaki menikahi 

khiyar (pilihan) … mandul bukan 
alasan untuk khiyar (memilih), tapi tidak mampu jima’ 

(Syafi’I, juz 5: 40) 

4/1887-1888

menghalangi jima’. Maka tiga imam madzhab selain 

am prosesi jima’.
adalah karunia Allah). (Abu Malik Sa’id a; 
‘Isawi,www.wafa.com.sa/arabic/Subjects.aspx?ID=33)
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Abdullah bin Jibrain. Sebagian Fuqaha’ menyatakan bahwa 

Daftar Pustaka 

Nasyr wat Tauzi’, tt.
Mushannaf

A’dhami, Maktab al Islami
Sunan Abi Dawud, kitab at Thalaq, 

bab al khul’i

Abu Malik Sa’id a; ‘Isawi, Dhahirah al Furqah bisabab 

adamil injab, ahkam wa 
hulul"

Ahmad bin Syuaib Nasa’I, tt, sunan an Nasa’I
Ma’rifah.

Fatawa Al-Mar’ah,
. 

al Jami’ al musnad as 
Shahih al Mukhtasar min Umuri Rasulillah saw wa 
sunanih wa ayyamih

Zadul Mustaqni’ syarah 
mumti’, Dar ibnl Jauzi lin Nasyr wat tauzi’, Mamlakah 
Arabiyah Su’udiyah, 2000.

Muhammad bin Idris Asy Syafi’I, Al Umm’, Nikah al ‘anin wal 
khashiyy wal majbub

Fiqih Sunnah, Cairo, Dar al Fath lil I’lam al 
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QUO VADIS REFORMA AGRARIA? 
DINAMIKA SOSIAL UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 
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Moh Abdul Latif, Nabila Luthvita Rahma 

Pendahuluan 
“ …. so act as to treat humanity, whether in thine own 

withal, never as a means only…. Demikian Pesan Bijak 

 
BASIC CONCEPTS OF CRIMINAL LAW
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Jérémie Gilbert, “The Human Right to Land,” The Cambridge 

Handbook of New Human Rights –

 
Nuhasan Ismail, 2020, Materi webinar “Pengaturan Pertanahan 



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah132 133

Pembahasan 
1. Perubahan Paradigama Hukum Agaria Modern 
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'ekonomi hijau', 

 
Elyse Mills, “The Bioeconomy: A Primer,” 2015, 30, 

• 

• 

“The human right to land provides a framing and 
solid human rights basis to address the complex and 
interrelated dynamics around land and natural 
resources, putting the rights, livelihoods, needs and 
aspirations of people and communities on centre 
stage. It contributes to challenging the increasing 
tendency to consider land and related natural 
resources as mere commodities and/or financial 
assets ruled by market laws, and to concentrate the 
control of vital resources in the hands of a few. It 
also contributes to challenging legal doctrines and 
legal frameworks governing natural resources, 
which are interpreted in such a way so as to give 
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unlimited power to the state to dispose of land and 
other natural resources; which do not adequately 
recognize and protect customary/ 
ancestral/informal land rights; and which do not 
guarantee equitable access to and control over 
natural resources”.
“Hak asasi manusia atas tanah memberikan 

atas sumber daya alam”.

Pertama,

Kedua,

Ketiga,

2. Menyikapi Persoalan Disparitas Pidana 
George P. Fletcher
Eddy O.S Hiariej

versus

 
Op-cit,
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accessories  

Eddy O.S Hiariej

modern

le salut du people est la supreme loi

 

daad-strafrect

dader-strafrecht
Pertama

Kedua Ketiga
ultimum remidium

Persoalan

sisi

adalah objek yang sanggup ‘dipoles’ menjadi lahan 
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agrarian
“Salim Kancil “

Agraria

“Salim Kancil “
UUPA

Agraria
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Reforma

Reforma

komponen

Permasalahan
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Polemik
property, real estate,

3. Melihat Agraria Dimasa Depan 
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greenpeace, “Masa Depan Hukum Agraria,” 2021, n.d., 

rangka mewujudkan ”prismatisme hukum”, UUPA 

bijak dan ”elok” jika Negara menyibukkan diri untuk 
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Simpulan 

land reform

  

Daftar Pustaka 

Elyse Mills, “The Bioeconomy: A Primer,” 2015, 30, 

L. and Vervest, P., ‘The rise of flex crops and commodities: 
implications for research’, The Journal of Peasant 
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TERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

Dr. Mahda Reza Kurniawan M.S.I 

Abstrak 

dzat 
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Pendahuluan 

civil law 

 
1 Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di 
tengah Krisis Demokrasi

–
Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan 

Hukum di tengah Krisis Demokrasi
–

dzat 

value

 
Filsafat Ilmu:Suatu Pengantar
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value 

step 

body of  knowledge
body of  knowledge 

 
Filsafat Ilmu:Suatu Pengantar

Filsafat Ilmu Pengetahuan
 

Filsafat Ilmu Pengetahuan
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Pembahasan 
Islam Terapan; Agama Dan Ilmu Pengetahuan 

 
Filsafat Ilmu Pengetahuan

Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam

value 

starting point 

 
Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam

Filsafat Ilmu:Suatu Pengantar
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Qur’an dan Sunnah baik sebagai sumber 

Qur’an dan 
grand concept grand theory

 
Ilmu Islam Terapan, 

Ilmu Islam Terapan, 

Ilmu Islam Terapan, 

Qur’an dan sunnah. Dengan kata lain, al Qur’an dan Sunnah 

untestable. 

untestable 

 
Ilmu Islam Terapan, 

Ilmu Islam Terapan, 
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“fenomena”. Seperti yang diketahui 

Phenomenon

 
Ilmu Islam Terapan, 

Ilmu Islam Terapan, 

Terapan Hukum Islam Di Indonesia 

civil law. 

 
mukallaf

 
Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam
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kalam mukallaf
kalam  

mukallaf

ahkam 
mahkum mahkum 
bih, fih alaih 

mukallaf

grand concept grand theory

Qur’an dan Sunnah. Di 

 
Ushul Fiqh al Islamy,

Ilmu Ushul Fiqh, 

dzat

 
Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam

An Introductions To Islamic Law, 
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Allah SWT. 

 din tadayyun23.

kalam 

mukallaf

 
Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam

mukallaf

mukallaf

mukallaf mukallaf

al-ahkam al-
khamsah. 

al-ahkam al-khamsah 

 
The Analysis Of 

Social System, 
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ta’arudh 

al-jam’u

nash 
al-nash, 

al-tarjih

tawaquf

 
Maqasid al Shariah As Philoshopy Of Islamic Law

mukallaf

tesa 
anti tesa 
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sintesa26. 
sintesa 

sintesa 
tesa anti tesa 

tesa, 

anti-tesa
sintesa

 
What Is The Hegel 

Dialectic, 

Penutup 

grand concept grand theory 
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Akhirul kalam, 

Daftar Pustaka 
Ilmu Ushul Fiqh, 

The Analysis 
Of Social System, 

Maqasid al Shariah As Philoshopy Of Islamic 
Law

An Introductions To Islamic Law, 

Filsafat Ilmu:Suatu Pengantar

Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam 
Islam

Ilmu Islam Terapan, 

What Is The Hegel 
Dialectic, 

Filsafat Ilmu Pengetahuan

Ushul Fiqh al Islamy, 

Penerapan Hukum Progresif dalam 
Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi
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PERAN SARJANA HUKUM ISLAM DALAM 
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK DI 

INDONESIA 

Muhaimin1 

Pendahuluan  

Overseas Developmen Institut 

 
Dosen Tetap Fakultas Syari’ah dan FEBI Institut Agama Islam Nege

Kelompok ketiga menjadikan agama sebagai “sub
ideologi” yang tetap me

 
Political Reform in Indonesia after Soeharto

Problems of Democratizations in 
Indonesia: Elections, Institutions and Society

“
” 
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membutuhkan peran agama dan ilmuan syari’ah secara 

 

(baca: syari’ah) memiliki dimensi filosofis dalam bentuk 
maqashid al-syari’ah 

maqaqashid al-syari’ah, 
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tentang pengelolaan zakat, haji, wakaf, perbankan syari’ah, 

ala maqashid al-syari’ah telah sesuai dengan syari’ah, 

konkrit terhadap upaya pelaksanaan syari’ah secara 

Pembahasan 

sebagai berikut: “A course of action adopted and pursued 

action adopted as advantageous or expedient.” (kebijakan 
adalah “serangkaian tindakan yang diterapkan dan 

an karena kemanfaatannya.”). Definisi kebijakan 

sebagai “A 

inaction rather than specific decisions or actions.” Dari 

menyatakan kebijakan sebagai “a set of interrelated 
decisions…concerning 
of achieving them within a specified situation…” 
(“serangkaian keputusan yang saling berkaitan…mengenai 

tersebut dalam suatu situasi tertentu…”). Defini Smith 

yaitu: “the concept of policy denotes…deliberate choice of 

forces” (konsepsi Kebijakan merupakan 
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action inaction 
oleh Smith untuk menandaskan bahwa: “attention should 

making process by legislative enactment” 
(“perhatian jangan terlalu dipusatk

berdasarkan peraturan legislatif”)

 

Hukum adalah Venus, dan Kebijakan Publik adalah 
Tatat Surya, 
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PEMAHAMAN DASAR HUKUM DAN 

KEBIJAKAN PUBLIK, MARHAENDRA WIJA ATMAJA RISALAH BAHAN 
KULIAH HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

 Jurnal Kebijakan & Administrasi 
Publik JKAP
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final result 

 

nation 
state 

an mewujud menjadi sikap “taat 
kitab suci dan hormat konstitusi”.
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“Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Indonesia yang 
iat Islam”. 

ilmu syari’ah dalam konteks keindonesiaan. Langkah 

memperkuat kelembagaan syari’ah.

 

dari syari’ah, yakni maqashid al-syari’ah
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Kesimpulan 
Kualitas seorang ilmuan syari’ah atau sarjana hukum 

publik issue 

menggabungkan teori dan konsep ilmu syari’ah dan ilmu 

mental “taat konstitusi dan menjunjung tinggi hukum”.
 
 

Daftar Pustaka 
“

”

Problems of 
Democratizations in Indonesia: Elections, Institutions 
and Society

PEMAHAMAN DASAR HUKUM 
DAN KEBIJAKAN PUBLIK, MARHAENDRA WIJA ATMAJA 
RISALAH BAHAN KULIAH HUKUM DAN KEBIJAKAN 
PUBLIK

Political Reform in Indonesia after 
Soeharto

Nurhidayati, Nur, “
”, Jurnal 

Kebijakan & Administrasi Publik JKAP

Hukum adalah Venus, dan Kebijakan Publik 
adalah Tatat Surya, 
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Kodifikasia

 

ASAS LEGALITAS DALAM RANCANGAN 
UNDANG-UNDNAG TENTANG KITAB 
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

Nabila Luthvita Rahma, Moh Abdul Latif 

Pendahhuluan 

Wetboek Van Strafrecht WvS

WvS 

tboek Van Strafrecht Voor 
Nederlandsh-Indie
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WvS 

WvS

WvS Wetboek Van 
Strafrecht Voor Nederlandsh-Indie

Wetboek Van Strafrcht Voor 
Nederlandsh-Indie

WvS 

WvS

WvS

strafbaar feit
‘tindak pidana’, atau bisa berarti ‘perbuatan pidana.’. 

weggepromoveerd

a-histori

WvS
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Pembahasan 
1. Sejarah Dan Perkembangan Pembahasan RUU 

KUHP 

Wetboek van 

Strafrecht voor Nederlansch Indie WvS

WvS
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berdasarkan pada doktrin “ultimum remedium”, 
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➢ 

➢ 

Carry Over

➢ 

➢ 

2. Struktur RUU KUHP 

Aturan Umum (9Bab, 
103 Pasal) 

Kejahatan (31 Bab, 385 
Pasal) 

Pelanggaran (9 Bab, 81 
Pasal) 

No KUHP RUU KUHP 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

rechtsdelict wetsdelict tidak

“mala per se” ke dalam RUU KUHP. Mala per se
mala in se

core crime
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berbunyi “Buku kesatu KUHP berlaku juga bagi 
perbuatan yang dipidana berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di luar KUHP, kecuali 
ditentukan lain menurut undang-undang”.  Penyusunan 

sendiri.  “Kekhususan” tindak pidana khusus terletak 

core crime
bridging 

articles

“Pada saat Undang-
Undang ini berlaku, ketentuan dalam bab tentang tindak 

pidana khusus dalam undang-undang ini dilaksanakan 
oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan 
kewenangan yang diatur dalam undang-udnag masing-
masing.”. dengan demikian, menjad
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3. Asas Legalitas Dalam Pembaharuan RUU KUHP 

living law

living law

Bab I 
Ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

Bagian kesatu 

Menurut waktu 

Pasal 1 

1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan 
tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah 
ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku pada saat 
perbuatan itu dilakukan. 

2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang 
menggunakan analogi. 

Pasal 2 

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang 
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hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa 
seseorang patut dipidana walaupun perbuatan 
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 

2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau 
prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 
masyarakat bangsa-bangsa. 

Pasal 3 

1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan 
perundang-udangan sesudah perbuatan terjadi, 
diberlakukan peraturan perundang-undangan yang 
baru dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lama berlaku apabila 
menguntungkan bagi pembuat. 

2) Daam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh 
kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak 
lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan 
perundang-undangan yang baru, maka pelaksanaan 
putusan pemidanaan dihapuskan. 

3) Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh 
kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi 
diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut 
peraturan perundang-undangan yang baru, maka 
pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut 
disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut 
peraturan perundang-undangan yang baru. 

lex 
termporis delicate

“Indonesia adalah Negara hukum”  

embel ‘rechtstaat’ seperti dalam penjelasan UUD 

The Rule Of Law



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah208 209

The Rule Of Law

Simpulan 

carry over

mala per se

the living law

Daftar Pustaka 
Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu 

Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum 
Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu 
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
Dipponegoro

RUU KUHP Baru : Sebuah Rekonstruksi 
Sistem Hukum Pidana

Diskusi Publik RUU KUHP

Prinsip-Prinsip Hukum Pidana

Diskusi Publik RUU KUHP

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahmakah 
Konstitusi

Adil 
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Indonesia Jurnal 2 –

Jurnal 
Pembangunan Hukum Indonesia 3

Hasanuddin Law Review 1

Tindak Pidana Khusus dalam KUHP

Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan 
Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian 
Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 Sebagaimana 
Yang Telah Diubah Dengan Undang-Udang Nomer 20 
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi

Diskusi Publik RUU KUHP

  

PERADABAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS 
DI ERA DIGITAL 

Sirajul Munir 

Pendahuluan 

(UUDNRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak 

pendapat”. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa
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1 Sirajul Munir, “ASAS KETERBUKAAN DALAM PELAKSANA

Hukum Positif Di Indonesia )”  (2021): 2
Siska Sasmita, “Demokrasi Dalam Bingkal Digital,” Jurnal Demokrasi, 

Ahmad Alwajih, “Dilema E
egara, Dan Masyarakat,” Jurnal Komunikasi, 

Nur Hidayat Sardini, “Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : 
Peluang Dan Tantangan,” Prosiding Senas POLHI Ke-1 Tahun 2018

“fleksibel” pada kasus tetentu 
terkesan “kaku”.

Pembahasan 
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Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara 
Indonesia adalah negara hukum”, yang mempunyai 

 
Cora Elly Noviati, “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan,” Jurnal 

Konstitusi, 
Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi

UUD NRI 1945

 
Muntoha Muntoha, “Demokrasi Dan Negara Hukum,” Jurnal Hukum Ius 

Quia Iustum, –

Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia,
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Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivis 

Informasi

‟

‟
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Qur’an.” Q

 
Muh. In’amuzzahidin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam,” At-

Taqaddum,

Heru Nugroho, “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka 
Politik Di Indonesia,” 

Jurnal Pemikiran Sosiologi, 
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 lex 
generalis

”

” 

 
Safenate, “Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE,” 202
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“karet” yang sering menimbulkan 
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Sardini, “Demokrasi Dan Demokrasi Digital Di Indonesia : Peluang 

Dan Tantangan.”

Kesimpulan 

Daftar Pustaka 
Alwajih, Ahmad. “Dilema E

Menganalisis Relasi Internet, Negara, Dan Masyarakat.” 
Jurnal Komunikasi –

i, Cora. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” 
Jurnal Konstitusi

In’amuzzahidin, Muh. “Konsep Kebebasan Dalam Islam.” At-
Taqaddum
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Konstitusi Dan Konstitusionalisme 
Indonesia

Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi

Munir, Sirajul. “ASAS KETERBUKAAN DALAM 

Positif Di Indonesia )” 12 (2021): 257–
Muntoha, Muntoha. “Demokrasi Dan Negara Hukum.” Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum –

Nugroho, Heru. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah 

Politik Di Indonesia.” Jurnal Pemikiran Sosiologi

Safenate. “Daftar Kasus Netizen Yang Terjerat UU ITE,” 

Sardini, Nur Hidayat. “Demokrasi D
Indonesia : Peluang Dan Tantangan.” Prosiding Senas 
POLHI Ke-1 Tahun 2018 –

Sasmita, Siska. “Demokrasi Dalam Bingkal Digital.” Jurnal 
Demokrasi –

Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi 
Bagi Aktivis Informasi

 

HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT 
PERCERAIAN  MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 35 TAHUN 2014  TENTANG 
PERLINDUNGAN ANAK 

Abdul Haris Naim 

A.   Pendahuluan 

belum mumayyiz



Refleksi Hukum dan SyariahRefleksi Hukum dan Syariah230 231 

Hadhanah. 

mumayyiz

 

hadhanah 
l “Ana

B.  Perceraian dan Akibatnya 
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talaq

mumayyiz 

 

Talaq

talaq

’

qobla al dukhul 
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ut’ .

hadhanah (

mumayyiz 
hadhanah 

 

mumayyiz  
hadhanah 

hadhanah 

hadhanah 

hadhanah 
hadhanah 

hadhanah  

hadhanah 

Khulu

Khuluk 

talaq 
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khuluk
khuluk talaq 

khuluk 

Li’an

Li’an 

lian 

C.  Hak Asuh Anak (Hadhanah) 

hadanah 

hadhanah 

hadhanah 

 

hadhin 

hadhin hadhinah 

Hadhin hadhinah mukallaf
mukallaf 

Hadhin  hadhinah  

hadhinah 

mahram 
mahram 

hadhinah 
hadhanah

hadhinah 

hadhinah 
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hadhanah 
’

’

 

 

mummayiz 

hadhanah 
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D.  Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

hadhanah 

hadhanah

Hadhanah 
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E.   Analisis  
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F.  Simpulan 

best interest or the child

respect for view of 
the child

Daftar Pustaka 
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DINAMIKA LEMBAGA PENANGANAN 
SENGKETA PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL 

PEMILU SECARA NASIONAL 

Inna Fauziatal Ngazizah 

Abstrak: 

 

. 

A. Pendahuluan 

distrust
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B. Pembahasan 
1. Perbedaan sengketa proses dan hasil  
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2. Kewenangan Bawaslu dan MK 
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Pertama,

Kedua,

 

Ketiga,

Keempat,
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Kelima,

 

3. MK sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil 
pemilu 
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C. Penutup 

D. Daftar Pustaka 
Politik Hukum Pemilu

Jurnal Konstitusi
13

Perbedaan Sengketa Proses dengan 
Sengketa Hasil Pemilu
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Ensiklopedia Social Review 2
–

Helmi Kasim dkk. “Kompalbilitas Metode Pembuktian dan 

Pemilukada” Jurnal Konstitusi Vol 9, No 4, Desember 

M. Mahrus Alifi, dkk. “Tafsir Konstitusi Pelanggaran 

Masif”. Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomer 1 Maret 

Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 2
–

Nandang Alamsyah Deliarnoor. “Tinjauan Teoritis Yuridis 
Sengketa Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada)”. Makalah 

 

Jurnal Konstitusi 4 –


